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Wali Kota  Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR  87  TAHUN  2019 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERUBAHAN                                                        

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 
 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19              
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah                            
Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang        
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17                  
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar                
dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan                      

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua         
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109                 
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,    

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana            
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23       
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010       

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah               
kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah         
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor  69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian                              
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 5533); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangandan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Kecamatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 
Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomer 6224); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6279); 

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2016 Nomor 33);  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua             
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri             
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
bebarapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga         
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri         
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial              
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan 
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran,                   
dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Berita Negara Republik Indonesia             
Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana         
telah diubah dengan Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017          
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014         
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 
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36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 

37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E); 

38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7    
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8         
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal 
Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar 
Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 8 Tahun 103 tentang 
Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan 
Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6          
Seri E); 

40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8             
Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal 
Daerah kepada Perusahaan Daerah Air 
Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7             
Seri E); 

41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada 
Perusahaan Daerah Jasa Transportasi               
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2015 Nomor 8 Seri E); 

42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E); 
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43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 

Nomor 2 Seri E); 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal  1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                 
Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 

1. Pendapatan Daerah   
 a. Semula Rp.   2.350.478.728.324,00 
 b. Bertambah  Rp.      267.629.660.764,00       
 Jumlah Pendapatan 

Daerah setelah perubahan 
Rp. 2.618.108.389.088,00 

    
2. Belanja Daerah   
 a. Semula Rp. 2.607.679.400.305,00 
 b. Bertambah  Rp.    246.834.406.886,52   
 Jumlah Belanja Daerah 

setelah Perubahan 

Rp. 2.854.513.807.191,52 

 Defisit setelah perubahan Rp.    236.405.418.103,52 
   
3. Pembiayaan Daerah   
 a. Penerimaan Pembiayaan 
 1) Semula 

2) Berkurang 
Rp. 268.697.704.241,00  
Rp.     6.636.089.277,48 

 Jumlah penerimaan 
setelah perubahan 

Rp. 262.061.614.963,52 
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 b. Pengeluaran Pembiayaan 
 1) Semula 

2) Bertambah 
Rp. 11.497.032.260,00  
Rp. 14.159.164.600,00 

 Jumlah pengeluaran 

setelah perubahan 

Rp. 25.656.196.860,00 

    
 Jumlah Pembiyaan Neto 

setelah perubahan 
Rp. 236.405.418.103,52 

   
 Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran setelah 
perubahan 

Rp. 0,00 

 
Pasal  2 

 
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota 
ini. 

 
Pasal  3 

 
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud                        
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan 
Wali Kota ini. 
 

Pasal  4 
 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah 
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini. 
 

Pasal   5 
 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan 
sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini. 
 

Pasal   6 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 
dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan                       
dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal   7 
 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan             
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkta daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 
Pasal   8 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Bogor.         
 
 
 
 
 
 
 

 
Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal 15 Oktober 2019 

       
WALI KOTA  BOGOR, 
          Ttd. 
   BIMA  ARYA 

 
Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 15 Oktober 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

      Ttd. 
        ADE  SARIP  HIDAYAT   

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN  2019  NOMOR  6  SERI  A 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 
Ttd. 

 

 
ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han) 

NIP. 19800507 200312 1 003 
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